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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Reformasi sistim peradilan diperlukan untuk menciptakan mekanisme yang
lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengakuan hukum
adat dalam sistem hukum nasional melalui regulasi seperti Undang-Undang Desa
menjadi langkah awal yang penting, meskipun implementasinya masih
memerlukan upaya lebih lanjut. Di Sumatera Barat, sistem peradilan adat tetap
berfungsi sebagai bagian dari kearifan lokal. Keberadaan peradilan adat ini diakui
melalui peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018. Hal ini mencerminkan bahwa negara, meskipun berpedoman pada
sistem hukum nasional, tetap menghormati dan mendukung sistem hukum
berbasis adat. Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat memperkuat
sistem hukum Indonesia dengan memberikan solusi yang lebih kontekstual dan
relevan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan temuan studi ini pada bagian
sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

5.1.1 Peradilan adat nagari di Minangkabau telah menjadi bagian integral dari
sejarah panjang sistem hukum di Indonesia. Sejak masa kerajaan, hukum
adat sudah diabadikan dalam limbago adat yang mencerminkan tradisi
hukum yang bersifat lokal namun memiliki fungsi yang universal dalam
masyarakat adat. Periode penjajahan sampai kemerdekaan Indonesia,
hukum adat diakui tetapi diintegrasikan secara terbatas ke dalam sistem
dualisme hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat telah
beradaptasi dengan berbagai konteks pemerintahan, meskipun selalu
menghadapi tantangan untuk tetap eksis di bawah sistem hukum yang
lebih dominan.. Regulasi modern, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2018 tentang Nagari, memberikan dasar hukum bagi pengakuan
lembaga adat nagari. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi
berbagai tantangan, terutama dalam menyinkronkan hukum adat dengan

hukum nasional. Peradilan adat nagari di Minangkabau memiliki potensi
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besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem peradilan nasional Indonesia.
Namun, pengakuan ini harus diiringi dengan pembentukan regulasi yang
jelas, yaitu pemerintahan nagari harus memilih menjadi desa pemerintahan
adat agar peran peradilan adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum formal.

Sistem adat nagari di Minangkabau bersifat unik karena menganut sistem
kekerabatan matrilineal, yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai
dasar struktur sosial. Struktur ini diperkuat dengan konsep seperti "tigo
tungku sajarangan, tali tigo sapilin," yaitu keseimbangan antara adat,
syarak (agama), dan negara. Dalam konteks peradilan, sistem ini
memberikan peran penting kepada tokoh adat seperti penghulu, datuak
pucuak, malin, manti, dan dubalang, yang memiliki tanggung jawab besar
dalam mengelola konflik sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.
Keunikan lain adalah penerapan falsafah "adat basandi syarak, syarak
basandi Kitabullah," yang menyelaraskan hukum adat dengan nilai-nilai
hukum Islam. Falsafah ini menjadi landasan moral dan hukum bagi
masyarakat nagari di Minangkabau, memastikan bahwa adat tidak hanya
dipandu oleh kebiasaan, tetapi juga oleh nilai-nilai hukum Islam. Nilai-
nilai yang dimaksud sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa
adalah: pertama, penghormatan dan martabat/ Hifzh al-‘Ird, yaitu menjaga
kehormatan individu, marwah adat, dan martabat kolektif; kedua, keadilan
dan musyawarah/ Hifzh al-Nafs, yaitu mengutamakan keadilan dan
musyawarah dalam menjaga keharmonisan social; ketiga, berimbang-Alua
jo Patuik/ Hifzh al-Mal & Hifzh al-Nafs, yaitu keputusan berimbang yang
mencerminkan keadilan material, prosedural, dan spiritual; dan keempat
Restoratif Kekeluargaan/ Hifzh al-Nafs, yaitu pemulihan hubungan sosial
dan harmoni dalam masyarakat adat. Sistem peradilan adat di
Minangkabau tidak homogen, melainkan beragam sesuai dengan sistim
dan konteks lokal masing-masing nagari (adat salingka nagari). Seperti
nagari dengan sistim ba-pangulu; 1) Nagari Balimbiang, yang mengadopsi
kelarasan Koto Piliang yang hierarkis, dengan pengambilan keputusan
yang bertingkat melalui pimpinan tertinggi, yakni datuak pucuak. Struktur

ini mencerminkan sistem otokrasi dengan prinsip "bajanjang naik,
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batanggo turun."; 2) Nagari Sijunjung, mempraktikkan perpaduan antara
sistem Koto Piliang dan Bodi Caniago. Sistem ini menggabungkan
hierarki otoritas dengan musyawarah mufakat, memungkinkan fleksibilitas
dalam pengambilan keputusan; dan 3) Nagari Taram. lebih menonjolkan
sistem peradilan adat tiga lembaga utama: Kerapatan Adat Balai Koto,
Kerapatan Adat Balai Tangah, dan Surau Tuo. Masing-masing lembaga
memiliki fungsi dan cakupan berbeda dalam penyelesaian sengketa, dari
tingkat dasar hingga tingkat tertinggi. Proses penyelesaian sengketa
dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan prinsip bajanjang
naiak, batanggo turun, yang mencerminkan nilai-nilai adat dan agama
yang saling berinteraksi.

Untuk memperkuat peran peradilan adat sebagai bagian dari sistim
peradilan di Indonesia, beberapa langkah strategis dapat diambil
pengembangan model dalam studi ini: 1) Regulasi dan Pengakuan Formal.
Pemerintah perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih
komprehensif untuk mengintegrasikan peradilan adat ke dalam sistem
hukum nasional. Hal ini termasuk menjadikan nagari sebagai desa
pemerintahan adat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2018 tentang Nagari untuk mendapatkan pengakuan resmi
terhadap keputusan adat dalam peradilan formal. 2) Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya. Tokoh-tokoh adat yang terlibat dalam peradilan adat harus
mendapatkan pelatihan dan pendidikan hukum agar mampu menjalankan
tugasnya secara efektif dalam konteks modern. 3) Sinergi dengan Sistem
Hukum Nasional. Kolaborasi antara peradilan adat dan sistem hukum
nasional yang menghormati nilai-nilai lokal sekaligus mematuhi standar
hukum negara. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, peradilan
adat nagari dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian
sengketa yang relevan, efektif, dan berkontribusi pada pembangunan
sistem hukum yang inklusif menjadi bagian dari pengembangan hukum

Islam di Indonesia.
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5.2 Rekomendasi

5.2.1

522

Penelitian ini memerlukan kajian lanjutan untuk menguji model yang tepat
dalam pengembangan konsep peradilan adat nagari untuk pemberdayaan
kearifan lokal masyarakat hukum adat, mengingat studi ini masih berada
pada tahap konseptual dan bersifat gagasan awal.

Dukungan dari pemerintah kabupaten serta peran para pemegang otoritas
adat nagari sangat diperlukan untuk memberikan dorongan, mengingat
pengembangan peradilan adat nagari berbasis pada kearifan lokal berfokus
pada keterlibatan masyarakat salingka nagari. Secara praktis, Pemerintah
Daerah seharusnya mendorong keberadaan nagari sebagai desa adat
dengan penataan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Desa. Tim Percepatan yang dibentuk oleh Pemerintah diharapkan dapat
menggali nilai-nilai adat dari setiap nagari sebagai dasar penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten. Dengan demikian, setiap nagari akan
memiliki Perda Kabupaten/Kota yang secara khusus mengatur pengakuan

dan pengelolaan nagari sesuai dengan karakteristik dan tradisinya.
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